BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 707 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 19 TAHUN
2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA _

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas
pengelolaan  bantuan  keuangan khusus kepada
Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga,
perlu mengubah Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19
Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan
Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah

Desa, s

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Purbalingga Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusas
Kepada Pemerintah Desa;

Mengingat ¢ 1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah  Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);




3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(2}

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

_Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 199); -

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33}, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Pengadaan  Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63};

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020
Nomor 14;

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 10j;




10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

1Y,

18.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014

tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); —

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 611};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
{(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

1781);

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penvusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1367);

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2014
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
Kabupaten Purbalingga Berbasis Akrual (Berita Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 73) yang
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Purbalingga Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 73 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi -
Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Berbasis
Akrual (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun
2020 Nomor 87);

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21);

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021
Nomor 62);

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 91 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa Dan Rencana  Kerja

Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Purbalingga Tahun 2021 Nomor 91);

Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 97 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 (Berita
Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 97);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 19 TAHUN
2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN
KEUANGAN YANG BERSIFAT  KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DESA.

Pasal |

Ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada
Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19) diubah,
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Kegiatan BKK yang telah selesai dilaksanakan serta outputnya telah
mencapai 100% (seratus perseratus) namun masih terdapat sisa
anggaran pada akhir tahun anggaran, maka sisa tersebut menjadi SiLPA
dan harus dianggarkan kembali pada APBDes tahun berikutnya untuk
membiayai kegiatan sesuai prioritas Desa.

(2) Kegiatan BKK yang belum dilaksanakan atau tidak dapat diselesaikan
pelaksanaanya sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan sesuai
RAB, maka anggaran yang belum dipertanggungjawabkan menjadi SiLPA
dan harus dianggarkan kembali pada APBDes tahun berikutnya untuk
mendanai kegiatan yang belum selesai sesuai dengan RAB yang telah
disetujui.

(3) Kegiatan BKK yang tidak dapat di laksanakan dan kegiatan vang tidak
selesai pelaksanaanya sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan,
dan tidak dapat dilanjutkan pelaksanaanya pada tahun berikutnya,
maka anggaran yang belum dipertanggungjawabkan harus disetorkan ke
kas Daerah.

(4) Pengembalian sisa anggaran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dianggarkan dalam APBDes pada pengeluaran pembiayaan lainnya.

(5) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat kegiatan yang
didanai dari anggaran BKK yang tidak dapat diselesaikan atau tidak
dapat dilaksanakan akibat keadaan kahar (force majeure), maka
anggaran yang belum dipertanggungjawabkan menjadi SiLPA serta harus
dianggarakan kembali pada APBDes tahun berikutnya, dan dapat
digunakan untuk mendanai kegiatan lain sesuai prioritas desa dengan
izin Bupati;




Pasal I

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 OAAkber 2032
UPA k;P&RRBALINGGA,
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Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal




